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Abstrak

Dalam perkembangan penafsiran al-Qur’an, problem pokok pemaknaan yang berkutat
pada dua kaidah dasar yaitu makna universalitas (keumuman) teks al-‘ibrah bi umum al-
alfaz bi khusus al-sabab yang bertumpu pada nalar bayani teks dan makna partikular
(kekhususan) teks al-‘ibrah bi umum al-sabab la bi khusus al-alfaz yang bertumpu
penalaran kontekstual teks yang dikenal dengan pendekakatan tafsir kontemporer.
Sebagai alternatifnya perlu ada kaidah baru dalam penafsiran al-Qur’an yaitu al-‘ibrah
bi maqasid al-shari’ah, yang dalam penafsirannya berpegang teguh pada tujuan
disyariatkannya sebuah pemahmana ayat. Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur’an harus
difahami dari sisi pesan moral atau maqasid al-shari’ah. Inilah yang kemudian dikenal
dengan al-tafsir maqasid al-shari’ah (menafsirkan al-Qur’an dengan pendekatan
maqasid al-shari’ah). Maka doktrin maqasid al-shari’ah merupakan suatu usaha
penegakan magslahah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum sehingga
mewarnai aktifitas penafsiran teks al-Qur’an yang lebih progresif. Alasan akademis ini
yang membuat penulis berusaha membahas langkah-langkah maqashid syariah yang
dihubungkan dengan dasar interkoneksitas maslahah. Dari pemaparan di atas tampak
bahwa al-maqasid yang merupakan aksiologi hukum Islam telah dibawa keranah
epistimologi sehingga menjadi disiplin ilmu yang independen. Dengan demikian
maqasid al-shari’ah mampu berdialektika dengan problematika hukum kontemporer
yang senantiasa berkembang.

Kata Kunci: Tafsir Maqasidi al-Syari’ah

Abstract

In developing of Qur'anic interpretation, the main problem of meaning is concerned
with the two basic principle, namely the universality (generality) of the text al-'ibrah bi
umum al-alfaz bi khusus al-sabab which is based on the bayani reasoning of the text
and the particular meaning (specificity) of the text (al-ibrah bi umum al-sabab la bi
khusus al-alfaz) which is based on contextual reasoning of the text known as the
contemporary interpretation approach . As an alternative, there needs to be a new rule
in the interpretation of the Qur'an, namely (al-'ibrah bi maqgasid al-shari'ah), which in its
interpretation adheres to the purpose of establishing an understanding of verses by law.
Therefore, the verses of the Koran must be understood in terms of moral messages or
magqasid al-shari'ah. This is what became known as al-tafsir maqasid al-shari'ah
(interpreting the Koran using the maqasid al-shari'ah approach). So the magqasid al-
shari'ah doctrine is an effort to uphold maslahah as an essential element in legal
objectives so that it colors the more progressive activities of interpreting al-Qur'anic
texts. It is this academic reason that makes the writer try to discuss the steps of
magqashid sharia which are connected with the basis of maslahah interconnectivity.
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From the explanation above it appears that al-maqasid which is an axiology of Islamic
law has been brought to the realm of epistemology so that it becomes an independent
scientific discipline. This maqasid al-shari'ah is able to engage in dialectic with the
problems of contemporary law that are always developing.

Key Words: Tafsir and Maqasidi al-syari'ah
A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan penafsiran, problem urgen dalam penafsiran berkutat
dalam penafsiran dua kaidah dasar yaitu, pertama, al-‘ibrah bi umum al-alfaz bi khusus
al-sabab (ketetapan makna didasarkan pada universalitas (keumuman) teks, bukan pada
partikularitas (kekhususan) sebab), yakni metode tafsir yang berorientasi tekstual,
bertumpu pada berpikir verbal tekstual, serta penjelasannya yang mengandalkan nalar
bayani (teks) yang menyesuaikan dengan kaidah-kaidah normative kebahasaan. Kedua,
kaidah al-‘tbrah bi umum al-sabab Ia bi khusus al-alfaz (ketetapan makna didasarkan
pada partikularitas (kekushusan) sebab bukan pada universalitas (keumuman) teks),
dikenal dengan metode tafsir kontekstual yang didasarkan pada kerangka berpikir yang
berkembang dalam metode social kontemporer.

Tetapi keduanya tidak selalu memberi jawaban yang terperinci dan konkrit atas
kemaslahatan, walaupun teks dan konteks menjadi standar pasti terhadapnya, tetapi
masih terbuka lebar ruang untuk berkreasi dan berijtihad dan selalu meluas dan terus
berkesinambungan dalam menilai hal-hal baru, menyikapi perkembangan zaman.

Sebagai alternatifnya perlu ada kaidah baru dalam penafsiran yaitu al- 7brah bi
maqasid al-shari’ah, yang dalam penafsirannya berpegang teguh pada tujuan
disyariatkannya sebuah doktrin. Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur’an harus difahami
dari sisi pesan moral atau maqasid al-shari’ah-nya'. Inilah yang kemudian dikenal
dengan al-tafsir maqasid al-shari’ah (menafsirkan al-Qur’an dengan pendekatan
maqasid al-shari’ah). Maka doktrin maqasid al-shari’ah merupakan suatu usaha
penegakan maslahah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Tentu saja

hal ini menarik perhatian para akademisi untuk menelitinya lebih mendalam.

' Abdul Mustaqim, Epistimologi Tafsir Kontemporer ( Yogyakarta : LKiS, 2010), 64. Menurut
pandangan para ahli Ushul Figh, al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW di samping menunjukkan
hukum dengan bunyi bahasanya, juga dengan ruh tashri’ atau maqasid al-shari’ah. Lihat Satria Effendi,
M. Zein, Ushul Figh, (Prenada Media : Jakarta, 2005), 233
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B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka library research dengan mencari
sumber utama bagaimanakah maqasid al-shari’ah mampu mewarnai aktifitas penafsiran
terhadap teks al-Qur’an. Karena alasan akademis tersebut, penulis akan membahas
tentang langkah-langkah al-tafsir maqasidi al-syari’ah (masalik al-tafsir al-maqasidi
al-syari’ah) dengan dasar interkoneksitas maslahah. Analisis penelitian ini mendasarkan
pada penggunaan metode kualitatif memahami magasid al-shari’ah dan menafsirkan
serta menghubungkan dengan interkoneksitas maslahah secara kontekstual.” Adapun
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-
interpretatif  yaitu pendekatan yang menyajikan langkah langkah prosedural dari
magqasid al-shari’ah yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara sistematis
untuk mencapai kesimpulan yang jelas.

C. DEFINISI TAFSIR MAQASID Al-SHARI’AH

1. Pengertian Tafsir

Magqasid al-shari’ah dalam fan ilmu nahwu merupakan susunan izafi (murakkab
izafi)® yang terdiri dari kalimat magasid dan al-shari’ah yang di nisbat-kan pada al-
islam. Dari segi bahasa kata tafsir berasal dari kata fassara yufassiru tafSiran yang
memiliki arti memeriksa, memerinci, menjelaskan dan menerangkan, dan jika dikatakan
fassara syaia yufassiruhu maka artinya adalah menjelaskan sesuatu dengan
menjelaskannya’. Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisan al-‘Arab menjelaskan definisi
tafsir: Tafsir adalah membuka maksud dari suatu lafaz yang masih janggal/sulit

dipahami’.

Sedangkan definisi tafsir yang terlaku dalam pembahasan ini, dari segi istilah
menurut Abu Hayan sebagaimana dikutip oleh Samir Abdurahman Shauqi adalah:

Suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang cara-cara menyebut lafaz al-Qur’an,

* Imam Gunawan, Metode Peneitian Kualitatif (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143

} Al-murakkab izafi adalah setiap susunan yang terdiri dari muzafdan muzafilaih (yang mana isim kedua
posisinya menempati posisi fanwin dari lafaz sebelumnya. Contoh : kitabu al-tilmidhi, khatamu hadidin,
saumu al-nahri . Lihat Mustafa al-Ghulaniyyi, Jami’ al-Durus al-‘Arabiyyah (Beirut : Dar al-Kutub al-
[lmiyyah, 2005), Vol. 1, 12.

* Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Digital, hal 1055

*Ibnu Manzur, Lisan al-‘Arab (Kairo: Dar al-Ma’arif, 11 19), Jil. 5, 3412-3413.
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petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik secara ifrad, maupun secara tarkib dan

makna-maknanya yang ditampung oleh tarkib dan sebagai penyempurna®.
2. Pengertian Magqasid al-Shari’ah al-Islamiyah

Dari beberapa pengertian magqasid al-shari’ah al-islamiyah menurut ulama’,

Muhamad Sa’id bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi mencoba untuk meringkas pengertian

maqasid shari’ah dengan definisi yang lebih tegas, konkret dan komprehensif tentang

magqasid al-shari’ah. Menurutnya maqasid al-shari’ah adalah :

b o3 o gl el Bais Rally edd G alid G

i) elias (33835 AT Ga U glad 5

Magasid adalah makna-makna dan hikmah-hikmah atau sesamanya di

dalam shari’at, yang dijaga oleh shari’ secara umum atau khusus untuk
merealisasikan kemaslahatan manusia.

Menurut Muhamad Sa’id bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi yang dimaksud
dengan a/-ma’ani menurut istilah ulama’ adalah alasan (a/- ilal). llat menurut istilah
ulama’ ushuliyyin adalah kesesuaian (relevensi) sesuatu (al-makna al-munasib) dengan
hukum shara’ atau sifat yang jelas dan terbatas dari penyusunan hikmah-hikmah shari’at
yang menghasilkan maslahah. Sifat yang ada pada sesuatu hukum itu seolah-olah
menggambarkan maqashid syara’. Ini menjadikan al-'illat dan maqgashid membawa
pengertian yang sama. Atau dengan kata lain, maqashid sesuatu hukum dapat difahami
daripada kefahaman terhadap 'illatnya. Istilah ini lebih banyak digunakan di dalam
bidang tafsir ayat dan hadits yang berkaitan dengan hukum-hukum syara'.’

Lafaz hikam esej\j yang merupakan jamak dari Aikmatun dalam istilah ulama’
usuliyyin adalah suatu sifat dalam fasri’ yang melatarbelakangi munculnya atau faktor
yang mendatangkan (jal/bi) manfaat dan menyempurnakannya serta menolak bahaya
(daf’'u madarat) dan meminimalisirnya.

Kata sesamanya & s235 dalam dalam za 'rif di atas agar dapat memasukkan lafaz-
lafaz lain yang identik dengan magqasid, seperti tujuan (hadf wa al-ghayah), faedah,
buah (al-thamrah) yang semuanya merupakan ungkapan untuk tujuan dari shari’.

Kalimat & By [ R i) A_,—J\ maksudnya adalah segala sesuatu yang dijaga,

maksud dan yang dikehendaki shari’ di dalam shari’at.

% Samir Abdurahman Shaugqi, Manhaj TafSir Maudu’i Iil-Qur’an, hal 24.
7 Ahmad al-Raisuni, Nazariyyat al-Magasid I'nda al-Imam al-Syatibi, (Beirut, al-Maahad al-Alami li al-
Fikr al-Islami, 1992),17.
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Ungkapan &3 memberikan indikasi hikmah-hikmah dan magasid secara umum (al-
maqasid ‘ammah) yang menjadi pusat dalil-dalil shar’i. sedangkan lafaz U= siads
memberikan indikasi segala maksud shari’ dalam setiap hukum dari hikmah-hikmah
atau illat.

Redaksi =l glliaz (3335 Jal 4 hanya meruapakan sifat untuk memperjelas
definisi, dan bukan merupakan suatu keharusan dalam definisi karena kalimat ini sudah

tertercakup dalam kalimat & N a g iy g

3. Pengertian Syari’at

Kata shari’at yang secara akar bahasa tercetak dari lafaz shara’a-yashra’u-
shar’an-shuru’an, berarti euj‘ 4 )LZZJ\ 3 34 : Artinya tempat peminum air, jalan menuju
sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan’

Menurut Muhamad bin Yazid bermakna permulaan jalan (ibtida’ al-tariq) dan
metode (al-manhaj) atau jalan yang lurus (al-tarigah al-mustagim), menurut menurut
Ibnu Abbas bermakna metode (al-manhaj), jalan (sabilan) dan sunnah, sedangkan
menurut al-Fara’ kata shari’at bermakna agama (al-din wal millah) '°, seperti firman
Allah SWT : Blgies 4—“—)-“ eé“ \-A’A JSS Sedangkan menurut satu pendapat, kata al-
shar’u sendiri secara bahasa bermakna ungkapan dari penjelasan (al-bayan) dan
menampakkan (al-izhar). Seperti contoh : shara’a allahu kadha yang berarti ja’alahu
tarigan mawadhhaban."

Secara istilah, menurut pendapat Shaih al-Islam ibnu Taimiyah yang dikutip
oleh Muhamad Sa’id bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi shari’at adalah taat kepada Allah
SWT, rasulnya dan ulil amri atau ikut rasul dan masuk dalam ketaatannya. Menurut
pendapat al-Jurjani, shari’at menetapi segala perintah dengan menetapi sifat-sifat
ubudiyah. Sedangkan menurut Shahib al-Kashaf, shari’at adalah semua undang -
undang yang yang telah di tetapkan oleh Allah SWT berisi hukum-hukum Islam untuk
hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhamad SAW, baik yang terkait dengan

¥ Muhamad Sa’id bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyah, hal 37 dan Dr.
Musfir bin ‘Ali al-Qahtani, a/-Wa’yu al- Magasid ( Beirut Libanon : al-Shabkah al-‘Arabiyah, 2013),
hal 25-16

’ Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu jam Magqayis al-Lughah. Juz 3 : 264.

' Muhamad bin Makram Ibnu Manzur al-Ifrigi al-Misriy, Lisan al-‘Arab. Juz 8 : 176. Lihat juga Abu
Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu jam Maqayis al-Lughah. Juz 3 : 262.

' Ali bin Muhamad al-Sayyid al-Sharif al-Jurjani, Mu jam al-Ma rifah (Dubai : Dar al-Fadilah, t.th),
108.
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cara-cara amal yang disebut dengan cabangan dan amaliyah (far’iyah wa ‘amaliyah)
atau cara-cara berkeyakinan (i #igad) yang biasa disebut dengan asliyah'?.

Yusuf al-Qardhawai menyebutkan bahwa makna shari’at adalah hukum yang
ditetapkan oleh Allah bagi hamba Nya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau
mu’amalah, yang dapat menggerakkan kehidupan manusia."”” Sedangkan maksud-
maksud syari’at adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular
untuk direalisasikan dalam dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan
dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat'*.

Dalam definisi yang lebih singkat dan umum, al-Raisuni menyatakan bahwa shari’at
adalah sejumlah hukum-hukum amaliyah yang dibawa oleh islam, baik yang berkaitan

dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya'®.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tafsir
magqasid al-syari’ah adalah :

Suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang cara-cara menyebut lafaz al-
Qur’an, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik secara ifrad,
maupun secara tarkib dan makna-maknanya yang ditampung oleh tarkib
dan sebagai penyempurna, dengan mempertimbangkan makna-makna dan
hikmah-hikmah atau sesamanya di dalam shari’at, yang dijaga oleh shari’
secara umum atau khusus untuk merealisasikan kemaslahatan manusia
sebagai tujuan akhirnya, yang di dalamnya mencakup sejumlah hukum-
hukum amaliyah yang dibawa oleh islam, baik yang berkaitan dengan
konsepsi aqidah maupn legislasi hukumnya.

D. TATA KERJA MAQASID AL-SHARI’Ah SEBAGAI SEBUAH
PENDEKATAN TAFSIR

Dalam tata kerja maqasid tersirat bahwa kemaslahatan, kemudahan, dan tujuan
akhir suatu ketentuan hukum menjadi dasar utama yang hendak dicapai oleh magasid
al-shari’ah. Secara detail dan sistematis, menurut ‘Abdurrahman Ibrahim al-Kilani yang
dikutip Ahmad Imam Mawardi, kaidah-kaidah magasid yang dinyatakan oleh al-Shatibi
dapat diklasifikasikan ke dalam tiga (3) kategori besar :

' Muhamad Sa’id bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyah ( Riyad : Dar al-
Hijrah, 1998), 30.
" Yusuf al-Qardawi, Figih Maqashid Syariah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007). 12.
14 y1.:

Ibid. 17
> Ahmad al-Raisuni, Al-Fikr al-Maqasid Qawaiduhu wa Fawaiduhu (Ribat : Matba’ah al-Najah al-
Jadidah al-Dar al-Baida’, 1999), 10.
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Pertama, kaidah yang menekankan pada realisasi kemaslahatan sebagai tujuan dari
ketentuan hukum islam. Termasuk ke dalam kategori ini adalah kaidah-kaidah sebagai

berikut'® :

md;ﬁf\jd;bd\ggaud\cjw}sw‘\ébﬁd\ s
Artinya : Penentuan hukum-hukum shari’at adalah untuk kemaslahatan hamba,
baik untuk saat ini maupun nanti.

s daladl plae oy abied dpasdl Sl delhll G ¢ Ll sy (e aosgdall
leie slalall sacdall
Artinya : Yang bisa difahami dari penentuan Tuhan adalah bahwa ketaatan dan
kemaksiatan diukur dengan tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan yang
ditimbulkannya.
98 Lo o CaDEAY) L) g o La@y) AV 3 sl o Jadlll Bga o ) 6l 5 el NI
GOl dias Lo s a pacaill (1o alad W 4B S 5l g jad g8 58 Lasy 2 5l syl
A 0 (gl (A lliadll il 5 el gLl V)
Artinya : Perintah dan larangan dari sisi teks adalah sama dalam hal kekuatan
dalilnya, perbedaan antara apakah ia berketetapan hukum wajib atau sunnah dan
antara haram atau makruh tidak bisa diketahui dari nas}, tetapi dari makna dan
analisis dalam hal kemas }lahatan nya dan dalam tingkatan apa hal itu terjadi.
e ey oSa 8 bl ae lapllie die G A il )Y Asliaddl )
Artinya : Kemaslahatan jika bersifat dominan dibandingkan kemafsadatan,
maka kemaslahatan itulah sesungguhnya yang dikehendaki secara shara’ yang
perlu diwujudkan.

Ledlas Laol il (e 2 8 IS S daliaall da s Jo jidy ¥ sladl e 5 il HlKaY)
Artinya : Hukum-hukum yang ditujukan untuk terciptanya kemaslahatan tidak
mengharuskan adanya kemaslahatan dalam setiap partikel dari keseluruhan
partikel pada saat yang bersamaan.

Dari kaidah-kaidah kategorisasi pertama ini diketahui dengan jelas bahwa

nilai, makna, dan eksistensi kemaslahatan menetukan suatu status hukum dan
diposisikan di atas otoritas teks yang dalam figh klasik memiliki otoritas sangat
kuat.

Kedua adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan dasar berpikir
magqgasid untuk menghilangkan kesulitan atau kesukaran. Kaidah-kaidah yang

masuk dalam kategorisasi kedua ini adalah'” :

4a8 Cliall 5 (3400 sl ) aayy ol g LAY )
Artinya : Shari’ (Allah SWT) memberikan beban bukan bertujuan untuk
menyulitkan dan menyengsarakan.

' Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas. 213.
"Ibid, 215.
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i duady Y 4] A g 24K 4 a5k Ley el ) aali g Ll o) e 0 Y
Gl e 32ilall mllaal) (he Gllld 8 L dialy s 4884])
Artinya : Tidak dipertentangkan bahwa Allah SWT telah menetapkan hukum
taklit yang di dalamnya terdapat beban dan kesulitan, tetapi bukanlah esensi
kesulitan itu yang sesungguhnya dikehendaki, melainkan kemaslahatan yang
akan kembali kepada orang mukallaf yang menjalankannya.
8 e el aall 5 508 can JAa Y Lay Gl ) ol (g1 1) (any (8 jeda 13)
aii) 3 of ddal gl g 4l g I sl
Artinya : Jika ada suatu yang menurut logika di luar kemampuan hamba, maka
hukumnya disamakan dengan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya atau yang
serupa dengannya
o bl e 3AY) Jae Y s ) gkl e laloatiey Cadall 8 g jla day il
il Y gdsdiall pe e dall auS Gt JANAl Jae Y Loy
Artinya : Shari’at perlu dijalankan dengan cara yang moderat dan adil,
mengambil dari dua sisi secara seimbang, yang bisa dilakukan oleh hamba
tanpa kesulitan dan kelemahan.
et 5 e (Sl Lo I ol g all ) dosee e aleny Sl ol 13 JsYl
LY ey D 2l Y Al o la e sed
Artinya : Pada dasarnya, apabila pelaksanaan suatu pendapat akan mengarahkan
pada kesulitan atau pada hal yang tidak mungkin secara logika dan shara’,
maka hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan istigamah (tetap) sehingga tidak
perlu diteruskan

L@_Asg_q?ls.d\a\}aducm‘;&)bﬂ\  goaila (e
Artinya : Termasuk dari tujuan shara’ dalam setiap perbuatan adalah tetap
konsistennya mukallaf atas perbuatan tersebut.

Kaidah-kaidah di atas menunjukkan bahwa magasid berpihak pada
kemudahan dan kemampuan mukallaf sebagai pelaksana hukum. Karena itulah
figh yang didasarkan pada magasid juga disebut dengan figh al-taisir (figh
yang memudahkan).

Ketiga adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan akibat akhir dari
suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf serta tujuan mukallaf itu
sendiri, yaitu'® :

Aallaa ) 4880 g0 JladY) CulS e i 3 geale yiine Jlee V) YL & kil
Artinya : Menganalisa akibat akhir perbuatan hukum adalah diperintahkan oleh
shara’, baik perbuatan itu sesuai dengan tujuan shara’ maupun bertentangan.

ilmse 5 Lol 3 ki () agiaall

Artinya : Mujtahid wajib menganalisa sebab-sebab dan akibat hukum.

¥bid. 216.
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Dari kategorisasi yang terakhir ini jelas yang dikehendaki oleh al-shatibi,
bahwa proses ijtihad tidak hanya terfokus pada teks dalil, tetapi juga pada
konteks peristiwa atau perbuatan hukum dan sisi maslahah dan mafsadah yang
ditimbulkannya. Seperti kesimpulan pada kategorisasi pertama, akibat dan efek
hukum inilah yang lebih mendominasi sebagai penentu hukum dibandingkan
dengan teks itu sendiri.

1. Unsur-Unsur Jjtihad Maqgasid sebagai sebuah pendekatan
Menurut Nur al-Din al-Khadimi dalam kitabnya al-Ijtthad al-Magqasidi
seperti yang dikutip oleh A. Halil Thahir, bahwa dalam 7jtihad maqasidi terdapat
tiga unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan memiliki
ketentuan mendasar yang harus diperhatikan dalam proses ijtihad. Yaitu: teks (nas),
realitas (a/-wagqi’) dan subyek hukum (al-Mukallaf)lg.

a. Ketentuan dasar teks (nash)
Oleh karena ijtihad maqasidi berkaitan dengan ketentuan hukum yang

terdapat di dalam teks nash al-Qur’an dan al-Sunah yang nota bene berbahasa
Arab baik secara langsung maupun tidak, maka pengetahuan secara benar
tentang seluk beluk teks berikut maqgasid-nya adalah menjadi keharusan bagi
mujtahid. Sehingga  Jjjtihad maqasidi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah
kebahasaan, seprti kaidah al-amr dan al-nahy, al-mutlaq dan al-muqayad, al-
hagigah dan al-majaz dan lain sebagainya.

b. Ketentuan dasar realitas (al-wagqi’)
Tata kerja Jjjtihad magqgasidi juga menuntut ketepatan dalam mendudukkan

hukum dalam realitas yang antara satu realitas dengan realitas lainnya memiliki
karakteristik yang berbeda-beda. Ulama’ usul figh menyebut proses penyesuaian
hukum dengan realitas dengan sebutan fahqiq al-manat. Nur al-Din al-Khadimy

mengutip pendapat al-Shatibi mendefinisikan fahqiq al-manat sebagai berikut :
s s B iy 080 e 5 4 jamy el oSall iy
Artinya : Menetapkan hukum shara’, namun untuk menentukan ketetapan

obyek hukumnya.

Dengan demikian tahqiq al-manat memerlukan ketetapan dalam memahami
obyek hukum dengan segala karakteristiknya. Misalnya obyek hukum yang bersifat
kolektif harus dibedakan dengan obyek hukum individual.

' A. Halil Thahir, Jjtihad Maqasidi ( Yogyakarta : LKiS Perkasa Aksara, 2015), 92-95.
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C.

Ketentuan dasar subyek hukum (al-mukallaf)
Hal terpenting dalam pembahasan ini adalah tentang nalar mukallaf (“aglaniyah

al-mukallaf). Masing-masing mukallaf memiliki nalar yang berbeda tentang teks
(nas}), hukum dan magasid-nya, serta juga realitas. Dengan demikian, 7jtihad
maqasidi juga harus mempertimbangkan karakteristik nalar mukallaf sebagai
subyek yang akan bersentuhan langsung dan melaksanakan hukum, di samping
mujtahid juga harus membenahi kualitas nalarnya dalam melihat teks, realitas, dan
mukallaf. Bagan dialektika teks, realitas, dan mukallaf yang terkait dengan ijtihad
magqasidi adalah sebagai berikut :

subyek hukum
(al-mukallaf)

realitas (al-wagqi”) teks (nas)

Tahapan-Tahapan (Masalik) Tafsir Maqasidi
Dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah maqasidiyah tersebut di atas dalam

tafsir maqasidi menurut Raisuni dalam kitabnya Nadhariyah al-Maqasid ada
beberapa tahapan yang harus dilakukan seorang mujtahid. Di antaranya adalah
sebagai berikut® :
a. Al-Nusus Wa al-Ahkam Bi Maqasidiha
Artinya berpijak pada teks al-Qur’an dan al-Sunah (a/-nusus) dan
hukum-hukum yang terkandung di dalamnya serta tujuan-tujuannya. Menurut
Imam Shatibi, langkah awal dalam memahami teks (nash) dalam rangka
menggali makna-makna teks atau hal-hal yang terkandung dalam hukum
haruslah berpikir secara utuh dan menyeluruh seperti satu kesatuan tema atau
memahami hal-hal yang terkait dengan teks tersebut, karena pada dasarnya
sebagian teks dengan bagian yang lain adalah saling terkait.
Berpikir dan mengkaji tentang sebagian teks saja adalah suatu kesalahan
metodologi. Karena hal tersebut tidak akan dapat mengantarkan untuk

memahami magasid pembicara (mutakalim).*' Lebih lanjut ia berkata :

*° Ahmad al-Raisuni, A/-Fikr al-Maqasid Qawaiduhu wa Fawaiduhu. 363-368.
*'"Hammadi al-Ubaidi, a/-Ahatibi wa Maqasid al-Shari’ah. 169-170.
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Tidak dibenarkan apabila dalam memahami suatu ungkapan teks hanya
memperhatikan sebagian teks saja dengan mengenyampingkan sebagian
yang lainnya, kecuali terbatas pada pemahaman luar (zahir) dengan
memandang lisan orang Arab dan kandungannya, tanpa memandang
maksud mutakalim. Ketika pemahaman zahir bahasa Arab sudah benar,
maka harus kembali kepada inti dari kalam tersebut, sehingga akan tampak
makna yang dikehendaki oleh mutakallim.*

Dampak aplikasi kaidah metode ini adalah akan dapat memahami tafsir

teks-teks secara menyeluruh. Kaidah tersebut adalah seperti yang dijelaskan oleh
Imam Shatibi :

Setiap dalil shar’i yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an secara mutlak
(tidak ada batasan tertentu) dan tidak ada undang-undang secara khusus,
maka dalam pemahamannya kembali kepada makna-makna yang yang bisa
diterima akal (¢a’aquli), dan hal tersebut diserahkan kepada pemahaman
mukallaf. Ketentuan ini banyak ditemukan dalan masalah-masalah adat
(al-umur al-‘adiyah) yang pemahaman maknanya dapat diakal, seperti
keadilan, ihsan, sabar, syukur, muamalah, aniaya, jelek, mungkar, tidak
amanah dan lain-lain (dalam masalah-masalah yang dilarang).” Dan
semua dalil yang telah ditetapkan batasannya (ghairu mutlag) yang ada
undang-undang secara khusus, maka dalam pemahamnnya kembali kepada
makna ta’abudi yang tidak dapat dipahami oleh pemikiran mukallaf.
Karena dasar ibadah bukan wilayah akal dalam memahaminya, apa lagi
cara ibadah itu sendiri.**

Ketika nash al-Qur’an dan al-Sunnah petunjuknya adalah pasti (gat’7 al-

dilalah), maka tafsir maqasidi tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum
nas tersebut. Dengan demikian tidak benar dugaan adanya pertentangan antara
nas gat’i dengan maslahah, yang kemudian berkesimpulan mas/ahah harus di
dahulukan dari pada nas qat’i tersebut. Sesungguhnya yang terjadi adalah
pertentangan antara nas qat’i dengan maslahah maznunah/wahmiyah
(kemaslahatan yang bersifat dugaan atau prasangka), sehingga nas gat’i yang
harus dikedepankan dan mengenyampingkan apa yang diduga maslahah.*
Ketika ijtihad dilakukan dalam ranah nas yang dilalah-nya adalah z}anni
(bersifat dugaan atau bukan pasti), maka ijtthad harus masih dalam lingkup
makna nas zanni tersebut, dengan berusaha secara sungguh-sungguh untuk
mendapatkan makna yang paling dekat dengan apa yang sesungguhnya

dikehendaki oleh Allah SWT dengan menjadikan magqasid shari’ah sebagai

2 Al-Shatibi, Muwafaqat fi Usul al-Sharia’t. Vol. 3, 413.
¥ Al-Shatibi, Muwataqat fi Usul al-Sharia’t. Vol. 3, 46

bid.

¥ A. Halil Thahir, Jjtihad Magasidi . 85.
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pendekatannya. Mujtahid tidak boleh berhenti pada literal teks, tetapi harus
berupaya untuk menyingkap magqgasid shari’ah yang ditunjuk oleh teks, sehingga
hukum yang dapat dikemukakan bercitarasakan kemas}lahatan .

Contohnya adalah menurut Madhhab Malikiyah, diperbolehkannya
pembayaran zakat dengan sesuatu yang berbeda dari jenis harta yang wajib
dizakati, seperti zakat padi dibayar dengan uang misalnya. Menurut Madzhab
Malikiyah zakat tersebut sah, karena yang menjadi tujuan dari zakat dalam nas
adalah memenuhi kebutuhan fakir miskin (saddu khullati wa daf’i hajatihi) dan
dengan cara tersebut tujuan zakat sudah dapat terpenuhi. Yang mana menurut
Imam Shafi’i model pembayaran tersebut tidak diperbolehkan.”’

b. Al-Jam’u Baina al-Kulliyat al-‘Ammah Wa al-Adillah al-Khassah

Artinya mengkombinasikan pengkhususan yang bersifat universal (umum)
dengan dalil-dalil khusus. Pesan-pesan yang bersifat universal (al-kuliyat al-
‘ammah) dapat berupa nas dan berupa pesan-pesan yang bersifat universal yang
diperoleh melalui penelitian induktif (al-kuliyat al-istigra’iyah). Nas yang

bersifat universal, di antaranya :

(1) Perintah berbuat adil dalam surat al-Nisa’ ayat 58.

&) Tl 15825 o QT G Wa8a 135 Wlal ol T 15555 o 2 i gy
e g S A &) By ) Lo
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(2) Larangan melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri maupun

orang lain, dalam hadits Nabi :

oxpad s ) ral

(3) Kualitas perbuatan tergantung niatnya, dalam hadits

658 L Gl JSTLail 5 s Jlee Y L

*Ibid.
*"Raisuny, Nazariyah Maqgasid . 363.
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Sedangkan pesan-pesan yang bersifat universal yang diperoleh melalui

penelitian induktif (a/-kuliyat al-istigra’iyah), adalah :

a) Memelihara dan mewujudkan maksud-maksud syari’at yang telah
diformulasikan dalam kemaslahatan universal (al-kuliyat al- al-khams)
dengan memperhatikan skala prioritas aspek kekuatannya yang terdiri dari
tiga bagian, yaitu: Pertama, daruriyah, kedua, hajjiyah dan ketiga
tahsiniyah.

b) Kaidah — kaidah figh, seperti :

ASaasalall o Hudll Qlatdsdall - Jlp el

Langkah kedua ini menegaskan bahwa seorang mufassir tidak boleh
begitu saja menentukan status hukumnya berdasarkan makna yang
ditunjuk oleh teks, tetapi harus melihat apakah pesan teks tersebut dalam
penerapannya sejalan dengan al-kuliyah ‘ammah (lima kemaslahatan
universal) dan kaidah-kaidah figh atau justru bertentangan dengannya.

Kalau antara keduanya saling melengkapi dan tidak ada
pertentangan, maka status hukum harus ditetapkan sesuai apa yang
ditunjuk oleh keduanya. Dan tafsir magasidi seperti inilah yang ideal
(haq). Tetapi jika bertolak belakang, maka sedapat mungkin
dikompromikan keduanya dengan bayan, tahsini dan lain-lain.

Namun jika langkah kompromi tersebut tidak dapat ditempuh, maka
skala prioritas adalah mendahulukan pesan yang terkandung dalam al-
kuliyah ‘ammah atau kaidah figh yang bersifat umum. Karena ia diperoleh
melalui penelitian induktif (istigra’/) yang tingkat kebenarannya bersifat
gat’i (pasti atau meyakinkan), sementara pesan yang ditunjuk oleh dalil
juz’i (parsial atau kasus perkasus) bersifat zanni. Bila di buat skema akan
tampak seperti berikut :

\ —— al-Kulliyat al-Nasiyah
al-Kulliyat ‘Ammah

- al-Kulliyah al-Istigra’iyah
al-Maslahah
al-Jam’u

al-Adillah al-Juz’iyah  al-Adillah al-Kulliyat
wa al-Maqasid al-‘Ammah
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(4) Jalbu al-Masalih Wa Dar’u al-Mafasid Mutlagan
Artinya menarik kemaslahatan (maslahah) dan menolak kerusakan
(mafsadah) secara mutlaq. Langkah ketiga ini dilakukan ketika suatu kasus
hukum memang sama sekali tidak ditunjuk oleh nas/}. Hal ini senada dengan apa
yang dikatakan oleh al-Fasi dalam bukunya yang berjudul Maqasid Shari’ah Wa
Makarimuha, sebagaimana disitir oleh DR. Muhammad Sa’ad Bin Ahmad al-
Yubi :

Ketika seorang mufassir hendak menafsirkan ayat al-Qur’an yang tidak
ditemukan penjelasannya baik dari ayat al-Qur’an sendiri, hadis nabi atau
pendapat sahabat, maka mufassir tersebut harus berijtihad sesuai dengan
kadar kemampuannya dalam memahami bahasa Arab.”

Lebih lanjut ia mengatakan :
Namun penafsiran mufassir dalam keadaan di atas (tidak adanya

penjelasan dari al-Qur’an, hadis, dan pendapat sahabat) harus

mempertimbangkan magasid shari’ah, bahkan ia harus berpijak darinya”.”®

Makna yang perlu di ungkap disini adalah sesungguhnya shari’at berjalan
di atas jalan tengah-tengah (wasat), tidak ada kecondongan dalam jalan tersebut
dan tidak melebihi batas serta sembrono®’.

Jalan tengah (wasitah) adalah ruh dari shari’at yang menjadi fitrah dan
menjadi watak manusia, bisa diterima akal serta menyatukan antara shara’, akal
dan adat. Apabila kita mengangan-angan dalam kuliyat al-shari’ah maka kita
akan menemukan jalan tengah dalam kandungannya.’® Agama yang haq selalu
menetapi jalan tengah yang hanya bertujuan menegakkan mas}lahah. Apabila
tidak ada keseimbangan antara kemudahah dan keberatan, maka itu sudah keluar
dari maksud shari’.’' Terkait dengan permasalahan penentuan kemanfaatan(al-
manafi’ atau masalih) dan bahaya (al-madar atau al-mafasid), ia berkomentar :

Al-manfaat dan al-madarat secara umum adalah bukan hal yang hakiki
(hagiqat) tetapi hanya hal yang relative (izafiyah) saja.>

*Al-Yubi, Maqgashid al-Shari’ah  al-Islamiyah. Vol. 1, 487

# 1bid. Vol. 4, 258.

3% Ibid.Vol. 2, 167-168.

> Ibid.Vol. 4, 258.

**Maksud dari relative (izafiyah) adalah al-manfaat dan al-madarat tidak akan sama pada satu keadaan
dengan keadaan yang lain, pada satu orang dengan orang lain, satu tempat pada tempat lain. Lihat al-
Shatibi, Muwataqgat fi Usul al-Sharia’t. Vol. 2, 39-40.
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Sedangkan apabila maslahah yang disarikan dari maqasid shari’ah
tersebut bertentangan dengan nas shari’ah, maka ulama’ berbeda pendapat.
Menurut sebagaian ulama, maslahah demikian dianggap mulghah (tidak
berlaku), karena menurut al-Ghazali, kemaslahatan pada dasarnya merupakan
domain shari’ah, bukan domain akal.

Sedangkan menurut al-Thufi, maslahah merupakan dalil shari’ah  yang
paling suprematif (qutbu maqasid ash-shar’i ). Oleh karena itu, ketika terdapat
hukum yang dirumuskan berdasarkan maslahah bertentangan dengan nas, maka
yang dimenangkan adalah hukum yang disarikan dari mas/ahah. Sebab, menurut
at-Thufi, menjaga maslahah merupakan sesuatu yang disepakati (muttafaq),
sementara nas! masih berpotensi diperselisihkan (mukhtalaf). Sesuatu yang
telah disepakati harus didahulukan daripada sesuatu yang masih diperdebatkan.™

(5) I’tibar al-Ma’alat

Artinya mempertimbangkan akibat hukum yang bisa terjadi dikemudian
hari. Sebagai contoh penerapan dan sekaligus dasar langkah katiga ini adalah
sikap Nabi Muhamad SAW yang tidak berkenan memerangi orang-orang
munafik, sementara Nabi mengetahui tentang kemunafikan mereka serta mereka
layak diperangi dengan dalih :

adlaal Jig 102 of (el Gaaty o Al

Metode ijtihad ini dalam literatur figh mirip dengan sad al-dzari’ah

(menutup jalan yang dioperkirakan antara dpat mendatangkan kemafsadatan).
(6) Ittisaliyat al-Masalih
Keterkaitan antara satu mas/ahah dengan maslahah yang lain atau oleh A.

Halil Tahir disebut sebagai Interkoneksitas mas/ahah. Ketika seorang mufasir

*Najm Ad-Din at-Tufi, Risalah f7 Ri’ayah al-Maslahah, (Libananiyah : ad-Dar al-Masdiyah.t.th) 23-25.
Teori maslahah versi at-Tufi ini, dikembangan dari pemahaman mendalam terhadap Hadis:
PRI ™ R E NS R

Artinya : Tidak boleh berbuat yang membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh berbuat

yang membahayakan (orang lain)”. (HR. Malik dan Ibn Majah)

Kata )< dan ))»= dalam hadis tersebut, menurut at-Tufi diartikan sebagai mafsadah yang
merupakan antonim dari maslahah. Artinya, apabila syariat melarang berbuat mafSadah, berarti sama
dengan syariat memerintahkan berbuat maslahah. Dengan begitu, mendahulukan mas/ahah daripada nas
ketika terjadi kontradiksi dalam teori at-Tufi, tidak berarti menghadapkan maslahah dengan nas,
melainkan menghadapkan satu nash dengan nash yang lain, sebab maslahat juga disarikan dari nash.
Dalam Ushul Fiqih, ketika satu nas dengan nas yang lain saling berhadap-hadapan (za’adul) atau
kontradiksi (¢a’arudh), maka bisa disikapi dengan beberapa metode, seperti metode bayan, takhsis,
tarjih, jam’u, naskh, dll.
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mau menetapkan status hukum tentang ekonomi, misalnya, di samping ia
memperhatikan teks al-Qur’an atau al-Sunah yang berkaitan dengannya, ia juga
harus mempertimbangkan maslahah-maslahah lain diluar ekonomi. Seperti
kemaslahatan agama, jiwa, akal dan keturunan secara bersamaan.** Karena
sejatinya tidak ada sebuah hukum tertentu hanya mengandung satu

kemaslahatan, di dalamnya pasti menyimpan banyak kemaslahatan

Langkah-Langkah Tafsir Maqasidi al-Shari’ah
(Masalik T afsir Maqasidi al-Shari’ah)

1.AI-Nusus Wa Al-Ahkam 2. Al-Jam’u Baina'al-Kulliyah
al-‘Ammah Bi Maqasidiha Wa al-Adillah al-Khasah

Masalik Tafsir al-Maqasidi
al-shari’ah

3. Jalbu al-Masalih 4. I'tibar al-Ma alat
Wa Dar’u al-Maftasid Mutlagan

|— 5. Itrisaliyat al-Mas: gy

E. PENUTUP

Kajian tafsir magashidi mengacu pada tiga tujuan, yaitu; pertama, meningkatkan
budaya membaca al Qur’an, kedua, budaya menghayati makna kandungan, dan ketiga,
budaya mengaplikasi ajarannya. Tafsir maqashidi tidak mengabaikan teori-teori baku
tentang penafsiran, seperti asbab nuzul, ‘am-khos, mujmal-mubayyan dst. Di samping
itu tafsir maqashidi juga tetap mempertimbangkan perangkat-perangkat ilmu-ilmu
umum seperti sosiologi, antropologi, dan filsafat, dan lain-lain.

Pada tataran teoritissnya, tafsir al Qur’an dengan pendekatan maqashid syari’ah,
tidak sepenuhnya menolak ide segar yang ditawarkan oleh produk pemikiran barat
dalam pandangannya terhadap teks keagamaan. Sebab metode tafsir ini juga
mengakomodir kajian lingusitik, sosiologi, antropologi dan histori dengan kadar
tertentu. Para ulama Maghrib Arabi yang membidani tafsir magqisidi ini sepakat

mengusungnya dengan terlebih dahulu memposisikan ayat-ayat al Qur’an sebagai

**A. Halil Thahir, Jjtihad Magasidi. 85.
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wahyu Illahi (kitab suci) yang tidak bisa diganggu gugat keistimewaannya dan tidak
bisa disejajarkan dengan kalam manusia. Poin inilah yang membedakan antara ide
hermeneutika yang dipopulerkan oleh peradaban barat (non muslim) dengan ide tafsir
magqasidi yang diusung oleh para pemikir Islam.

Pada saat yang sama, tafsir maqashidi tidak mengadopsi sepenuhnya model
tafsir yang selama ini ditawarkan oleh ulama-ulama klasik, terutama yang membatasi
tafsir al Qur’an hanya bi al-Ma 'tsur (dengan riwayat hadits dan pendapat ulama klasik).
Dengan demikian, tafsir ini lebih ditekankan sebagai upaya mencari metode yang tepat

untuk menafsiri ayat-ayat al Qur’an sesuai dengan peradaban manusia modern.
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